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MOTTO

*Orang memeriukan tanggung jawab.
Mereka menolak menerimanya,

tetapi mereka tidak dapat berhasil tanpanya”

John Steinbeck’

SchafTer, Peggy. 1993, Hal-hal ¥ang Akan Anda Pelajari Iika Anda Hidup Cukup Lama Jakarla
Penerbit Bing Rupa Aksara Him, |44
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RINGKASAN

Telah 30 tahun Indonesia dikenal menjadi importir B3 terkemuka
didunia (majalah trust Nomor 27 Tahun 11, 4-10 Apnl 2005) Jems limbah B3
vang dapat diolah lebih lanjut dapat  menghasilkan  wany/keuntungan.
Permasalahan mengenai sengketa limbah impor ilegal dari Simgapura ke Indonesia
adalah perbedaan anggapan mengenal makna limbah. Mengenai sengketa limbah
impor ilegal dari Singapura ke Indonesia adalah perbedaan anggapan mengenai
makna limbah. Bagaimana proses impor limbah B3 vang tenadi di Indonesia
seteluh berfakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan bagaimana
penyelesman kasus impor mbah B3 ditinjan dari UU - No. 23 Tahun 1997,

Tujuan Penulisan yang melatarbelakangs penulisan i adalah sebagal
persyaratan untuk mencapam gelar Kesanjanaan pada Fakultas Hukum Umiversilas
Jember dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan tujuan lainnyva adalah
mengkaji, mengetAhui proses vang dilakukan dalam menyelesakan kasus impor
limbah B3

Metodologi penulisan yang digimakan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatit, Bahan Hukum dalam
penulisan skripsi ini adalah bahan hukum utama dan bahan hukum penunjang.
Metode pengumpulan bahan hukum dengan menitik berutkan pada studi pustaka.
Penganalisisan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Kesimpulan
yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah Pasal 21 Undang-Undang No 23
Tahun 1997 mengatur mengenai larangan impor limbah B3 vang mendasan
munculnya impor illegal Bahan Berbahaya dan Beracun. Modus musuknya lmbah
B3 impor illegal ke Indonesia, antara lain @ disamarkan dengan dahh impor bahan
organik  dan  diselundupkan  melalui  pelabuhan vang  pengawasannya  tak
tejangkay Dinas Bea dan Cukai, aparatur negara yang  masih belum mau
mematuhi dan mengalankan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya,
Sedangkan permasalahan menpenai peraturan perundang-undangan yang saat ini
“ungat sering lerjadi adalal munculnya peraturan Yhng secarn nvata antarg $atu
aturan dengan aturan yang lamnya saling bertentangan dan pelaksansannya oleh

satu instanst yang sama atau oleh  mstansi yang berbeds  mempermudah

X1
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oleh mnstanst vang berbeda mempenmudah mengalam banyak kelonggaran dalam
pelaksanaannya, pelanggaran administrasi juga terjadi dengan cara pemalsuan
dokumen pengmman yang dikinmkan agar dapat membuang limbah B3 secara
tllegal. pihak yang diahggap berkepentingan terscbut menurut Pasal 31 ULPLH
adalah : korban/penderita, pelaku pencemaran lingkungan, Instansi pemenintah
terkait dengan objek yang disengketekan serta pihak lain yang peduli dengan
lingkungan hidup (organisasi lingkungan hidup). Melalui kementrian Lingkungan
Hidup (KLH) hasil dan kapan paparan limbah terhadap lmgkungan itu kepada
Committee  Compliance Basel Convention, Tujuannya Singapura  bersedia
menerima reekspor lumbah B3, Jalur yang ditempuh Indonesia melalui jalur
mediasi vang dilakukan melalui Konvensi Basel merupakan bentuk keputusan
untuk melindungi hak-hak Indonesia. Hasil perundingan antara Indonesia dengan
Singapura mencapai sepakat dengan persetujuan untuk mengijinkan pengiriman
kembali limbah bahan berbahaya dan beracun dari Batain ke Singapura dan
wencabut larangan penginiman kembali vang sebelumnya diterapkan setelah

dikeluarkannya pemyataan bersama ini,

xin
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BAB I
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Telah 30 tahun  Indonesia  dikenal memjadi importir limbah B3
terkemuka diduma. Namun tak banyak yang protes akan hal tersebut. Sikap kntis
masyarakat vang tanggap akan bahaya pada lngkungan hidup baru muncul pada
beberapa tahun terakhir 1. Paling hangat adalah protes térhadap 19 komtamer
limbah B3 dan London, Inggns. Permasalahan ini muncul karens kurangnva
desakan dar masyarakat sehingga pelanggaran terhadap lingkungan hidup sering
terjadi (majalah Trust Nomaor 27 tahun 1, 4-10 April 2003)

HBerdasarkan Kondisi yang ada impor hmbah yang terjadi saat i lebih
banyak dimanfaatkan oleh orang-orang pengusaha untuk menghilangkan limbah
agar terlindar dari pengolahan yang memakan banyak biaya. Kemana perginva
limbah tersebut setelah dari pelabuhan tidak bisa diketalw. Ada kemungkiman
limbah tersebut didaur ulang atan limbah tersebut dibuang di suatu empat atau
Juga diproses ditempat pengolahan limbah vang ada di Indonesia. Namun, dan
ketiga kemungkinan tersebut, tampaknya hanya dua yang bisa diterima oleh ukal
sehat, yakm didaur ulang dan dibuang di suatu tempat.

Jenis imbah B3 yang dapat diolah lebih lanjut dapat menghasilkan
uang/keuntungan. Salal satu limbah yang bisa mendatangkan untung adalah
himbah cair cuci cetak film (fixel), melalni proses yang sangat rumit | lunbah
tersebut dapat menghasilkan perak mumi/limbah negatif film bisa diolah untuk
menghasilkan  perak.  Masalhnya, untuk  biss  mengolahinye  diperlukan
pengetahuan proses kimia yang menggunakan bahan-bahan Kinia berbahaya.

Permasalahan lainnya yang muncul dari pengolahan limbal B3 yang ada
secara umum adalah tiduk semua limbah hasil impor bisa diolah/didaur ulang.
Sampai saat i di Indonesia belum ada perusahaan yang mampu mengolah atay
mendaur ulang sampah (mbah B3) secara baik, selunggen  disimpulkan bihwa
selama it Indonesia dijadikan tong sampah buangan himbali B3, dan jika ada

lmbah yang proses daur ulang akan memerlukan biava tinggn atan limbal yang
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tidak dapal diolah maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah
membuangnya, dengan cara diimpor secara i(llegal ke Indonesia dengan
menggunakan dokumen palsu,

Munculnya impor hmbah B3 di Indonesia tidak lepas dan kondisi
perairan Indonesia yang luas, dengan pengamanan peraran vang kurang dan para
pelaku bisnis baik yang berwarga negara Indonesia ataupun yang berwarga negara
asing yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbun imbahnya di perairan
Indonesia. Hal ini secara lmgsung maupun tak langsung memberikan kontribusi
okan maraknya pengimpor-pengimpor gelap melakukan kecurangan Transaksi
gelap yang lain berasal dan negaru tetangga vaiu  Smgapura Singapura
mengekspor limbahnya ke Indonesia untuk dibuang, dengan berbagai cara hmbah
tersebut dimasukkan ke Indonesia, baik dengan legal ataupun denpan cara lam,
semisal dengan cara di selundupkan atau dengan cara diubah berita acara
pengimannya agar dapiat dibuang ke Indonesia.

Permasalahan mengenar sengketa hmbah impor illegal dayi Smyupura ke
Indonesia adalah  perbedaan anggapan mengenai makna  limbal Singapura
berpendapal bahwa limbah tersebut bukan termasuk  limbah yang berbahaya,
letapr Indonesia menganggap limbah tersebut termasuk ke dalam kategori limbah
B3, selungga penyelesaian kasus ini menjadi berlarut-larut,

Bertittk tolak dart uraian latar belakang tersebur, maka penulis tertarik
untuk mengkag lebih lanjut dalam skripsi dengan judul *KAJIAN YURIDIS
TERHADAP IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup)*.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindan adanya salah pengertian dari pokok pennasalahan
yang ada dalam penulisan sknpsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan
pengertian judul sesum dengan permasalahian vty mengem hal-hal yang

menyebabkan impor limbah B3 bisa dilakukan di Indonesia dan MEngena proscs
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menyebabkan impor linbah B3 sa dilakukan di Indonesia dan mengenai proses
pengembalian ke negara asal dengan melalw jahir penvelesaian yang telah

disepakat antara Indonesia dengan Singapura.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang, maka perumusan masalah dalam
skripsi ini adalah sebagai benkut -
| Bagaimana proses itmpor limbah B3 vang teradi di Indonesa setelah
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah H3?
2. Bagamimana penyelesman Kasus impor limbah B3 ditinjau dari UL No. 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.4 Tujuan Penulisan
Setiap penulisan tulisan yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan

tertentu, seperti halnya dalam penyusunan skripsi i mengarah pada dua tujuan

pokok yaitu tujuan wmum dan tujuan khusus

L4l Tujuan Umum

. Untuk memenubi Serti melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat
akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fukultas Hukum Universitas
Jember

2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan vang penulis peroleh
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Umversitas Jember

3. Untuk  kepentingan pembangunan  dan  sumbangan  pemikiran  dalam
pemahaman di bidang hukum

142 Tujuan khusus

I Untuk mengkaji dan mengetahui tentang adanya umpor limbah B3 sctelah
berlukunya Peraturan Pemerintah Nomor |8 Tahun 1999

b

Untuk mengkap dan menganahisis proses vang dapat dilakukan  dalam
menyelesatkan kasus impor limbah B3 antara Indonesia dengan Singapura
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Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karva tulis yang bersifat

il agar analisis ler‘hmiap obyek studi dapat dilakukan dengan benar selungga
kesimpulan yang diambil akan tepat pula. Oleh karena itu, metode vang
digunakan dalam penubisan mu. melipun - pendekatan masalah, swmber data,
pengumpulan data, dan analisis data yang telah diperoleh, kemudian diakhin
dengan pengambilan kesimpulan sebagar jawaban atas numusan imasalal. Adapun
metode vang diperpunakan adalah sebagal benkut
1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, pendekatan masalah vang digunakan adalah yundis
normatif yaitu pendekatin masalah dengan mendasarkan pada undang-undang
atau peraturan-peraturan dengan menelanh buku-buku yang bensi konsep-konsep,
pendapat  sarjana vang  dihubungkan dengan  permasalahan  yang  dibahas
(Soemitro, 1990 . 70),
1.5.2 Bahan lHukum

Dalam penubisan skripsi ini data yang digunakan berasal dani : bahan
hukum utama dan bahan hukum penunjang. Bahan hukum ini dijabarkan sebagai
berikut ;
a. Bahan Hukum Utama

Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang dalam penyusunan

skripsi ini digunakan sebagai landasan utama bagy penyusun dalam memberikan
uratan  dan memberikan landasan agar dalam penyusunan sknipsi i dapat
menghasilkan hasil yang diharapkan.  Beberapa bahan hukum yang digunakan
adalah Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
H3
b. Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum penunjang adalah bahan hukum vang diperoleh  dari
mempelajari bahan  kepustakaan  guna  mendapatkan landasan teonitis, yang
tersedia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku iliiah hukum,

pendapat para ubli, Karya iloah, literatur ilmial, makalah, surat kuobar, serta
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sumber lam yang menyediakan layanan informasi dan juga yang berkaitan dengan
permasalahan dengan karya tuhis tlmrah ini.
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penulisan data dalam skoipsi i memok beratkan pada studi
pustaka yaitu dengan cara mempelajan dan mencatat data-data vang ada dalam
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya
vang berkaitan dengan penuhisan skripst mi. Penulisan sknipsi ini mengeunakan
data-data yang berasal dari konsepsi-konsepsi, teori-teort, pendapat-pendapat atau
penemuan-penemuan yang dapat digunakan uniuk memecahkan masalah vang ada
(Sumitro, 1990+ 52)
1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah  data-data diperoleh kemudian disusun secara  kronologs,
selanjutnya  dianalisis  dengan menggunskan  metode  deskriptit  kualitatif,
Deskriptil’ adalal pembahasan yang memberikan gambaran vang lengkap dan
Jelas mengenai apu yang menjadi permasalahan vang ada  Kualitatif artinya
diuratkan menurut mutu dan sifat gejala serta peristiwa hukum vang berlaku
dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian
penubs buku kepustakaan yvang merupakan data sckunder (Soemilro, 1990 | 98)
Kemudum  data  yang  terkumpul  tersebut,  diambil kesimpulian - dengan
menggunakan metode dedukif yaitu metode yang dimulai dan hal yunyg bersifat

umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Berdasarkan  pengaduan masyarakal di pulau Galangan Baru  yang
daerahnya digunakan sebagai penunbunan limbah B3 akhir September 2004,
membuat BAPEDAL dan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar
menyvatakan bahwa Serva Novanto bertanggung jawab atas kejadian tersebur
Kasus tersebut tenjadi ketika masyarakal di pulau Galangan Baru merasa curga
dengan tumpukan plasnk yang menggunung dan benisikan material. Berdasar
kecurigaan, hasil penemuan  tersebut dilaporkan pada Badan Pengendahan
Dampak Lmgkungan Daerah (BAPEDAL) kota Batam. Setelah dischdiks temyata
diketahuwi bahwa timbunan tersebut bensikan 1,762 kantong plastk berukuran
besar benisi material organik vang temmyata mengandung bahan berbahaya dan
beracun seberat 1.1494 ton. (majalah Trust Nomor 27 Tahun 1, 4-10 Apnl
2005),

Limbah tersebut berasal dan import yang dilakukan oleh PT. Asia Pasilic
Feo Lestan (APEL) dan Sinpapura melalmn Asia Resources Enterpnises Lid.
Dalam penyelidikan pada dokumen kepabeaan diketahui bahwa bahan tersebut
adalah pupuk atau lertilizer, dengan Setys Novanto scbagai komisans APEL.
Berdasar Keterangan tersebut BAPEDAL Batam melakukan penyehdikan di
Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonsia dan Badan Tenaga Nuklir
Nasional. Dan hasil penelitian tersebut, dipastikan isi dari material orgamk
tersebut mengandung Arsenik (As) dengan kadar S84 muligram per kilogram,
Kadmmm (Cd) 6.740 miligram per kilogram, tembaga (Cu) 243 miligram per
kilogram dan seng (Z15) 5.210 miligriun per kilogram.

Angka-angka tersebut  berada di atas ukuran ambang baias bahan
berbahaya dan beracun yang diperkenankan. Arsenik batas normalnya adalah 300
miligram per kilogram, kadmum 50 miligram per kilogram, tembaga 1000
miligram per kilogram, dan seng 5,000 miligram per kilogram. Kejanggalan
lamnya adalah Asia Resources Enterprises Lid. itu juga tudak terdaftar di
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Singapura. Berdasar hal tersebut maka kantor Bea dan Cukan Batam menetapkan
tiga pelaku asal Indonesia dan samu pelaku dan Smgapura, sedangkan hasil
pemeriksaan dihmpahkan pada Polresta Batam. Pada awal Maret 2005 Kantor Bea
dan Cukai berdasurkan rekomendasi dan Kementnan Lmgkungan Hidup telah
memenntahkan perusahaan penenma lmbah B3 uu untuk dikembalikan ke

Singapura, dengan berfandaskan kesepakatan pada Konvensi Basel

2.2 Dasar Hukum,
Dasar hukum yang dipakai sebagai pembabasan dalam sknipsi ini
I. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 rentang Pengelolaan Lmgkungan
Hidup
a. Pasal 21
setiap orang dilarang melakukan mpor lunbah bahan berbahaya dan
beracun.
b. Iasal 32

Dalam  penyelesaian  sengketa  lmgkungan  hidup  diluwr  pengadilan
sebagammana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga,
baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang
memiliki  kewenangan  mengambil  keputusan,  untuk  membanty
menyelesmban sengketa lingkungan hidup.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Linbah

Bahan Berbahaya dan Beracun
o Pasal 7

(1) jems lunbah B3 menurut sumbernya meliput |
a) limbah B3 dari sumber udak spesifik
b) limbah B3 dari sumber spesifik
¢} hmbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahon, bekas kemasan,
dan buangan produk yang tidak memenubi spesifikasi

(2) dattar imbah dengan kode limbah D220, D221,D222, dan D223 dapat

dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji Toxicity  Charactenstic
Leaching Procedure (TCLP) dan/atau uji karaktenstik
b Pasal 8

(1) dudentifikasikan limbah B3 apabila setelah melalw pengujian memliki
limbah yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dalam pasal 7
salah satu atau kebih karakterisuk sebagai berkut
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a) hmbah mudah meledak,

b) hmbah mudah terbakar,

¢) hmbah bersifat reaktif]

d) limbah beracun,

¢) himbah menycbabkan infeksi,

f) limbah bersifat korosif

(2) limbah yang termasuk limbah B3 adalal limbah lain vang apabila diujikan

dengan metode toksikologi memiliki LD50 di bawah ambang batas vang
telah ditetapkan.

c.Pasal 53

(1) setiap orang dilarang melakukan impor lunbah B3

(2) pengangkutan limbah B3 dan luar negen melalui wilayah negara
Indonesia dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan rertulis dari
kepala instansi yang bertanggung jawab

(3) pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara
Republik Indonesia wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis
kepada kepalg instansi yang bertanggungjawab.

(4) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan kepala intansi
yang bertanggung jawab.

(3) Ketentugn lebih lanjut mengenai tata niaga limbah B3 ditetapkan oleh
mentert yang ditugasi dalam bidang perdagangun setelah mendapat
pertimbangan dari kepala Instansi yang bertanggungjawab.

d. Pasal 64

(1) apabila pada saat mulii berlakunya Peraturan Pemerintah imi telah
dilakukan pengelolaan dan/atau penimbunan limbah B3 vang tidak
memenuli  persyaratan  sebagaimana  dimakud dalam  Peraturan
Pemerintah mi, maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan,
mengumpulkan, mengangkut, mengolah, atau menimbun limbah wajib
melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam Jangka
waktu selambat-lambatnya | (satu ) Tahun

(2) apabila orang atau badah usahm vang menghasilkan, mengumpulkan,
mengangkut, mengolah dan  menimbun  limbah B3 sebapaimana
dimaksud avat (1) tdak melakukan pembersihan  dan  pemulihan
lingkungan maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan atau
meminta  pihak  ketign  melakukan  pembersihan  dan pemulthan
lingkungan dengan  biaya yang dibebankan kepada orang atau badan
usiha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan
menimbun limbah B3 bak secara sendiri maupun bersama-sama secara
proposional.

(3) Bagi kegiatan yang memanfaatkan limbah B3 dari luar negen dan telah
memiliki izin hanys dapat melakukan impor limbah B3 sebagai bahan
baku sampai dengan Bulan September 2002
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3. Basel Convention On The Control Of Ttransboundary Movements Of
Hazardous Wastes_And Their Disposal Adopted By The Conference Of The
Plemipotentiaries On 22 March 1989

Article 1

Scope of the Convention

(b) Wastes that are not covered under paragraph (a) but are defined as, or are

considered to be, hazardous wastes by the domestic legislation of the
Party of export, import or transit.

Article 4

General Obligations

(e) Not allow the export of hazardous wastes or other wastes to a State or

group of States belonging to an economic and/or political integration
organization that are Parties, particularly developing countries, which
have prohibited by their legislation all imports, or if it has reason to
believe that the wastes in question will not be managed in an
environmentally sound manner, according to criteria to be decided on by
the Parties at their first meeting.

Article 9

[Hegal Traffic

1.

For the purpose of this Convention, any transboundary movement of

hazardous wastes or other wastes:

() without notification pursuant to the provisions of this Convention to
all States concerned; or

(b) without the consent pursuant to the provisions of this Convention of
a State concerned, or

(¢) with consent obtained from States concermed through falsification,
misrepresentation or fraud; or

(d) that does not conform in a material way with the documents; or

(e) that results in deliberate disposal (e g dumping) of hazardous wastes
or other wastes in contravention of this Convention aud of general
principles of international law, shall be deemed to be illegal traffic.

In case of a transboundary movement of hazardous wastes or other

wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of

the exporter or generator, the State of export shall ensure that the wastes

in question are:

(a) taken back by the exporier or the generator or, if necessary, by itself
into the State of export, or, if impracticable,

(b) are otherwise disposed of in accordance with the provisions of this
Convention, within 30 days from the time the State of export has
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been mformed about the illegal raffic or such other penod of time as
States concerned may agree. To this end the Parties concerned shall
not oppose, hinder or prevent the return of those wastes to the State
of export.

3. In the case of a transboundary movement of hazardous wasies or other
wastes shall deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the
part of the importer or sound manner by the importer or disposer or, if
necessary, by itself within 30 days from the tume the illegal traffic has
come to the attention of the State of import or disposer, the State of
import shall ensure that the wastes in question are disposed of in an
environmentally such other penod of time as the States concerned may
agree. To tlus end, the Parties concemed co-operate, as necessary, in the
disposal of the wastes in an environmentally sound manmer,

4, In cases where the responsibility for the illegal traffic cannot be assigned
either to the exporter or generator or (o the importer or disposer. the
Parties concermed or other Parties, as appropnate, shall ensure, through
co-operation, that the wastes in question are disposed of as soon as
possible in an environmentally sound manner either in the State of
export or the State of unport or elsewhere as appropriate.

5. Each Party shall introduce appropnate national/domestic legislation to
prevent and pumsh illegal traffic. The Parties shall co-operate with a
view to achieving the objects of this Article

Terjemahan konvensi tersebut di atas -

Konvensi Basel tentang Pengawasan Pemindahan Lintas batas Limbah

Berbahaya dan Pembuangannya Berdasarkan Konverensi para Duta Besar

Pada tanggal 22 Maret 1989

i Pasal |

Jangkauan Konvensi

(b) Limbah yang tidak terdapat pada paragraf (a) tetapi ditegaskan sama atau
dipertimbangkan menjadi limbah berbahaya oleh perundang-undangan
domestik/nasional dart para pihak dalam ekspor, impor dan transit.

b Pasal 4

Kewajiban Umum

(¢) nndak mengijinkan ckspor limbah berbahaya atau limbah lainnya ke
dalam negara atau kelompok negara yang memiliki organisasi ckonom dan
it integrast politk yaitu para pihak, terutama negara berkembang, yang
dilarang oleh perundang-undangan semus impor mereky, atau hal ity
memiliki alasan untuk  dipercaya/divakini bahwa limbah yang dimaksud
tidak akan diatur dalam ketentuan peraturan lingkungan menurut kriteria
yiny telah ditetapkan oleh para pihak pada pertemuan pertama,
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c. Pasal 9
Lalu Lintas Ilegal

o)

Untuk tujuan dan konvenst im, semua perpindaban hmtas batas dan
limbah berbahaya atau limbah lain vang |

{a) tanpa pengumuman/pembernitahuan menunil  konvensi  perhatian
negara ini

(b) tanpa persemujuan menurut ketctapan dan konvens: perhatian negara
ini

(¢) dengan mendapatkan perhatian dan negara tentang penyangkalan,
penggambaran yang keliru, atau pemipuan, atau

(d) tidak sesuai dengan jalur material dan dokumen atau

(e) hasil pembuangan yang disengaja (dumping) dari limbah berbahaya
atau limbah lainya yang melanggar konvensi dan konvensi i dan
prinsip-prinsip umum hukum internasional, harus dianggap sebagm
lalu lintas illezal.

Dalam kasus pemindahan lalu lintas limbah berbahaya dan imbah

lainnya dianggap sebagai lalu lintas ilegal seperti hasil dan tmgkah laku

pihak eksportir atau generator, negara pengekspor harus vukin jika
limbah yang dunaksud adalah :

(a) mengembalikan/'menginmkan  kembal  dengan  cksportr  atau
generator atau jika diperlukan oleh mereka sendiri ke negara
pengekspor atau jika tdak dapat dilaksanakan,

(b) sebaliknya diatur sesuai dengan ketetapan konvensi ini, dalam 30
han dart saat itu negara pengeksport harus sudah menginformasikan
tentang lalu lintas ilegal tersebut atau wakiu lainnya seperti yang
telah disepakati oleh perhatian negara. Pada akhirnya perhatian para
pthak tidak boleh menentang, menghalang, atan  mencegah
pengembalian limbah itu ke negara pengekspor

Dalam kasus pemindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah
lamnya harus dianggap scbagai lalu lintas ilegal sebagai hasil dan
tngkah laku para importir atau ketentuan peraturan dan importir atag
pengatur atau jika perlu oleh mereka sendint dalam 30 hart dan waktu
lalu Intas 1llegal datang menjadi perhatian dan negara pengimpor atau
pengatur, negara pengimpor harus yakin kalau limbah yang dimaksud
diatur dalam perhatian negara tentang lingkungan yang telah disepakan
saat itu. Pada akhirnya perhatian para pihak untuk bekerja sama, seperti
yang dibutuhkan pembuangan limbah dalam peraturan lingkungan
Dalam kasus dimana pertanggungjawaban lalu hintas illegal tidak bisa
diberikan baik kepada eksportir atau generator atau kepada importir atay
pengatur, perhatian para pihak atau pihak yang lainnya setepat, seyakin,
dan bekerjasama, kalau limbah yang dimaksud diatur secepatnya dalam
peraturan  lingkungan  baik  dalam negara  penpekspor alau  negara
pengimpor atau tempat lan vang tepal
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5. setiap para pihak harus memperkenalkan peraturan nasional/domestik
vang tepat untuk mencegah dan menghukum lalu lintas illegal. Para
pihak harus bekerjasama dengan maksud mencapai tujuan dan Eas.ai .

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian limbah bahan berbahava dan beracun

Mengenai “bahan berbahaya dan beracun” serta “limbah bahan berbahaya
dan beracun”, UUPLH telah memberikan defimsi yundis. Pasal | angka 17
UUPLH memformulasikan |
Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap yang Karena sifatnya atau konsentrasi,
Jumlahnya batk secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
makluk hidup lamnya.

Dalam Council of Europe on civil Liability for Damage Resolving from
activities Dangerous to the Environment, makna bahan berbahaya adalah
.....bahan-bahan atau zat-zat yang memiliki sifat-sifat yang mengandung resiko
bagi manusia, ingkungan hidup dan hana benda, yakni bahan vang bersifat
meledak, oksidasi, sangat mudah terbakar, mudah terbakar, dapat terbakar, sangat

beracun, mencederai, korosif, iritasi, sensitisasi, dan beracun bagi reproduksi atau
membahayakan lingkungan hidup.

Pengertian hmbah bahan berbahaya dan beracun tertuang dalam Pasal | angka 18
UUPLH :

l.imbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegatan
yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atay
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung,
dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusta serta
makluk hidup lainnya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah serta bahan berbahaya dan
beracun, dapat dikemukakan ketentuan Pasal 16 dan 17 UUPLH, yaitu mengenai
kewajiban setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pengelolaan
limbah hasil usaha dan/atau kegiatan, termasuk pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun, Pengelolaan limbah usaha dan/atau kegiatan tersebur dapat dilakukan

secara sendin atau diserahkan kepada hhak lain. Pengertian pengelolaan limbah
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disini tidak terbatas pada pengelolaan limbah bﬂiﬂka, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 18 Tahun 1999 maka rangkaian kegiatan tersebut mencakup :
a. penghasil imbah B3,

b. pengumpul limbah B3,

¢. pengangkut limbah B3,

d. pemanfaatan Iimha-ll B3,

e. pengolahan limbah B3,

{. penimbunan limbah B3.

Pasal 16 UUPLH menyatakan sebagai benkut ;

Setiap penanggung jawab usaha, dan/atau kegiatan wajib melakukan pengolahan
limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyerahkan pengolahan limbah tersebut
kepada pihak lain. Ketentuan pelaksanaan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah,

Adapun dasar pemikiran perlunya pengolahan B3 dikemukakan dalam Penjelasan
Umum Angka 5 UUPLH sebagai berikut :

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembanginan ekonomi
dengan bertumpu pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai
berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk
yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara
lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke
media lmgkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Secara global ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan hualitas hidup
manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh
pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan limbah bahan berbahaya
dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan
yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyadari hal tersebut diatas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya
perlu dikelola dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya
dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UUPLH pula menyatakan -

Kewapiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk
mengurangi terjadinya resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan
beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif,
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Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, oleh pemerintah ditetapkan
Peraturan  Pemenntah No. 18 Tahun 1999, yang kemudian diubah dan
disempurnakan dengan Peraturan Pemernmntah No. 85 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Setelah menjabarkan
ketentuan pasal 17 UUPLH, juga mengimplementasikan konvens) Basel mengenat
pengawasan pemindahan lintas batas limbah B3 yang telah diratifikasi dengan
Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on
the Conmrol of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their
Disposal. Ratifikasi Konvensi Basel mi mempertimbangkan agar wilayah
Indovesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah B3 dani luar negen secara
illegal Dengan peraturan dratas dimaksudkan agar kita dapat mencegah masuknya
hmbah B3 dari luar wilayah [ndonesia. Dalam katan m Pasal 21 UUPLH
menegaikan bahwa :

‘Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan
beracun.’

Adapun jenis atau macam hmbah B3 dapat di identifikasi menurut
sumber daa atau uji karakteristik dan uji toksikologi adalah :

a Limbah B3 yang berasal dan limbah yang tidak spesifik;

b. Limbah B} dan sumber spesifik,

¢, Limbah B3 dan bahan kimia vang kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan
buangan produk yang tidak memenuhi spesifikast yang ditentukan atag tidak
dapat dimantiatkan kembali, maka suatn produk menjadi limbah B3 yang
memerlukan pengolahan seperti limbah B3 lainnya.

Kemudian, untul pengupian  kerakteristik limbah  dilakukan sebelum limbah

tersebut mendapal perlakuan pengolahan. Menurut Subagyo (1999 © 17) limbah

diidentifikasi sebagu limbah B3 memenuhi salah satu atau lebih karakteristik

limbah B3, melipun

a. limbah mudah meledak,

I+ himbah mudal terbasar,

¢ limbah bersifat reaktil,

d. limbah beracun,
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menyebabkan infeksi,
bersifat korosif.

ertian penyelesaian sengketa di luar pengadilan
asal 31 UUPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan
ar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
1 besarnya ganti rugl dan‘ataun mengenai tindakan tertentu untuk
tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatil terhadap
hidup. Penjelasan Pasal 31 UUPLH adalah bahwa penyelesaian
ngkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan
wela oleh para pihak yang berkepentingan. vaitu para pihak yang
kerugian dan mengakibatkan kerugman, nstansi pemenntah vang
zan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang
kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
1sal 32 UUPLH menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa
hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat
asa pihak ketiga, baik yang tidak mempunyai kewenangan mengambil
maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk

penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 32

iperlancar jalannya perundmgan di luar pengadilan, para pihak yang
gan dapat memmta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :
a netral yang fidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 neiral yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan

arjasoemantri (1999 : 381) menyatakan, bahwa mediasi adalah
bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang proses penyelesaiannya
- bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negoisasi dan
1 sengketa. Para mediator umumnya adalah mercka yang bergabung
iast mediasi atau universitas dan diantara mercka ada pula yang

nediator vang mandin.

akna leksikal dari mediasi itu sendiri adalah merupakan upaya

| senghketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak
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ketiga netral guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran
mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substansif dan prosedural
kepada para pihak yang bersengketa. Namun mediator tidak punya kewenangan
ik memutus atan menetapkan suatu bentuk  penvelesain - Kewenangan
mediator sebagaimana dikatakan G.W. Cormick dan L K. Patton (dalam Wijava.
1999 = 99) terbatas pada pemberian saran, Para pihak yang bersengketa memiliki
oloritas untuk membuat keputusan berdasarkan Konsensus diantara pihak-pihak
yang bersengketa. .

Pada prinsipnya, mediasi adalah mediasi yang melibatkan pihak
penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para
pihak untuk melakukan tawar menawar secara seimbang. Tanpa negoisasi tidak
ada yang disebut sebagai mediasi. Mediasi merupakan perluasan dari negoisasi
sebagai mekanisme Alternative Dispute Resolution (penyelesaian sengketa
lingkungan alternatif) dengan bantuan seorang mediator. Pihak ketiga netral yang
tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai fasilitator
bagi para pihak yang berkepentingan dalam perundingan, sehingga dapat dicapai
kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus
a. disetujui oleh para pithak yang bersengketa
b. tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu

pihak yang bersengketa.
¢. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasiluya.

Salah satu contoh tentang mediator yang ditunjuk Indonesia dalam
menyelesaikan permasalahan mengenai limbah B3 illegal terscbut adalah konvensi
Basel yaitu dalam sidang Commite Compliance Basel Convention di Jenewa.
Lembaga ini secara langsung dapat berfungsi sebagai mediator bagi negara-negara
dnggota atau non anggota yang memiliki permasalahan dengan lintas batas limbah
B3 antar negara, dan semua negara anggotanya harus taat terhadap semua yang

telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
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2.3.3 Pengertian tindak pidana lingkungan
Sunposium pembaharuan hukum pidana nasional, vang diadakan di

Semarang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro tanggal 30 Agustus 1980 telah merumuskan

knteria tindakan yang dapat digolongkan ke dalam nndakan melanggar hukum

dalam bidang lingkungan adalah :

a. perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan,
atau dapat merugikan, atau mendatangkan korban,

b, perbuatan mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang dicapai, artinya
cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum sera
beban wvang dipikﬁl oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu harus
seimbang dengan situasi tertib hukum yang dicapu,

¢. biaya akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak
sefimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang
dimilikinya,

d. Apakah perbuatan itu menghambat atan menghalangi cita-cita bangsa
Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, sehingga
merupakan bahan bagi keselamatan masyarakat |

Masih diperlukan kniteria lain untuk menyatakan suatu perbuatan dianggap tercela

atau tidak patut tercela. Untuk it hendaknya dilakukan penelitian, pendapat-

pendapat, sikap dan pandangan masyarakal terhadap suaty perbuatan (Iswanto.

1999: 6 dalam buletin Simpul Jaring No. 22 Th.Ill)

Perumusan tindak pidana Lingkungan UUPLH tersebar dalam beberapa

pasal, yakni Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 48 UUPLH. Pasal 45

dan Pasal 46 UUPLH mengatur mengenai pertanggungjawaban korporast dalam

tindak pidana lingkungan hidup. Adapun bunyi Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 44

UUPLH tersebut sebagai berikut :

Pasal 41

1) barang siapa yang secara melawan dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  pengerusakan  lingkungan  hidup,
diancam dengan pidana pemjara paling lama 10 (sepuluh) mhun dan denda
paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
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2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan kurungan penjara
paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda pahng banyak Rp 705.000.000 -
(tujub ratus lima puluh Juta rupiah).

Pasal 42

I) barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau  pengerusakan lingkungan hidup,
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (nga) tahun dan denda paling
banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000 - (seratus
lima puluh juta rupiah)

Pasal 43

1) barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
sengaja melepaskan atau membuat zat, energi dan/atau komponen lain vang
berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, di dalam udara
atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, memperdagangkan,
mengangkut, dan menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi vang
berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengerusakan
lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud
dengan ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memben informasi palsy
yang diperlukan dengan katannya dengan perbuatan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) padahal mengetahut atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat memmbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup atan membahayakan kesehatan umum atau nyawa
orang lamn.

3) Jka tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengakibatkan orang mati atau luka berat. Pelaku tindak pidana diancam
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling
banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rapiah).

Pasal 44

|} barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah )

21 pka tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidans penjara paling
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lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus
lima puluh juta rupiah)

Jadi Pasal 43 dan Pasal 44 UUPLH diatas memuat rumusan yang lebih
konkrit dengan menyebutkan deskripsi perbuatan yang dilarang atau vang
dilakukan atau dilanggar dan‘atau perusakan lingkungan hidup, baik itu perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya yang (diduga) perbuatan
tersebut dapat memmbulkan pencemaran dan/atau kerusakan hngkungan ludup
atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lamn.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana lmgkungan hidup. Pasal 50
UUPLH menyatakan babwa |
Pada saat berlakunya UUPLH semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum digant berdasarkan ULUPLH.

Berdasarkan Pasal 50 UUPLH inmi, maka dengan sendirinva tindak
pidana plingkungan hidup yang diatur dalam berbagai perundang-undangan di luar
UUPLH, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan
belum diganti berdasarkan UUPLH. Denpan demukian, rumusan tindak pduna
lingkungan lhidup ndaklah serba meliputi, dan serbaguna untuk pengerusakan dan
pencemaran lmgkungan hidup secara umum (Hardjasoemanim, 2002 : 420-421)

Sebagmimana  diketahwn  bahwa setiap masyarakat atau  golongan
menghendaks  agar nénnmlya dipatuhi, tetapi tidak semua ormng bisa dan
mematuhinys. Agar suatu norma dipatuhi, maka masyarakat atau polongan itu
mengadakan sanksi, penguatan atau perkokohan. Sanksi tersebut bersifar neganf
bagi mercka yang menyimpang dari norma dan bersifat positif bagi mereka yung
menaatinya { Socharto, 1977 : 28-29). Dalam UULH dilengkap dengan ketentuan
pidana yang memuat tentang sanksi hukuman tindak pidana lingkungan. Sanksi
hukuman yang dicantumkan bersifat kumulatif dan alternatif antara pidana penjara
atau pidana kurungan dan denda, sedangkan dalam UUPLH sanksi kurungan
dihapus.

Ancaman pidana akan diperberat apabila tmdakan pidana lingkungan
hidup mengakibatkan kematian atau luka berat pada orang lain, Pada Pasal 45 juga
dicantumkan mengenai  ancaman  pidana denda juga diperberat  dengan 173
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(sepertiga) bila tmdak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama
suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lam.

Di sampmg diancam dengan pidana, pelaku tndak pidana lingkungan
Idugr dapant dikenakan fudakan Bukuman berupa Bokomun tata ey, Pasal A7
UUPLH memyatakan :

Bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dan UUPLH ini, pelaku tindak pidana lingkungan hidup
dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

a. perampasan yang diperoleh dar tidak pidana, dan/atau

b. penutupan scluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atau

perbaikan akibata tindak pidana, dan/atau

mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau

¢. menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) Tahun

an

Tmdakan tata tertib ini hanya dapat dikenakan bersamaan dengan
dengan tindakan pokoknya. Artinya pengenaan hukuman tndakan tata terub
harus dikaitkan dengan hukuman pidana pokoknya. Namun dalam hal tertentu
pengenaan hukun tata ternib secara tersendin dengan tanpa harus dikankan adanya
hukuman pidana pokoknya. -

Dalam Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam
Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention
on the Control ol Transboundary Movement of Hazardous Waste and their
Disposal dimuat juga mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar vang
melakukan penginiman lintas batas lunbah secara illegal (llegal Trafic), ymitu
melakukan tndakan kriminal berupa : tanpa notofikasi, Tanpa persetujuan negara
ckspor dan negara transit, pemalsuan persetujuan, pemberitahuan informasi yang
salah atau curang, limbah yang dikinm tidak sesuai dengan manifes/dokumen,
pembuangan limbah bertentangan dengan konvensi dan prinsip-prinsip wmum
hukum internasional, Dengan berdasarkan pada Pasal 1 (b) dan 4 (¢) Konvensi
Basel bahwa bila negara tujuan ekspor menyatakan limbah impor sebagai limbah
B3, negura pengekspor harus mau menerima  kembali  limbah  tersebut
Berdasarkan pada pasal Konvensi Basel maka :
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L.

negara pengekspor menjamin limbah akan diambil kembali oleh pihak
pengekspor atau pihak penghasil

negara pengekspor menjamin himbah dibuang sesua dengan ketentuan
konvens: dengan cara berwawasan lingkungan

dalam waktu 30 hari setelah negara pengekspor mendapat pemberitahuan
tentang lalu lintas illegal, atau dalam jangka wakitu lain mendapat persetujuan
negara berkepentingan, maka nepara yang berkepentingan tidak dapat
menolak mengenal pengembalian limbah tersebut.

Sanksi yang ada di konvensi im pun diperkuat dengan merujuk peraturan

vang ada di Indonesia, yaitu Pasal 61, 62, 64, PP Nomor 18 Tahun 1994 Jo.

Peraturan Pemerimtah Momor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah  yaitu

sanksi

d.

o

bila tidak memenuli ketentuan pengelolaan limbah B3 diberi sanksi
peringatan tertulis;

bila setelah 15 har dan peringatan tertulis ndak ada upaya untuk memenuhi
ketentuan-ketentuan  untuk pengelolaan  limbah B3 maka dilakukan
penghentian sementara atau pencabutan 1jin  ketentuan-ketentuan untuk
pengelolaan limbah;

pelanggaran juga mendapatkan ancaman pidana bila melanggar ketentuan
Pasal 61 dan 62,
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Import Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  Setelah
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah B3

3.1.1 Menurut PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Prosedur mengenai pelaksanaan impor limbah bahan berbahaya dan
beracun yang terjadi di Indonesia yang ada sebelum adanya peraturan Undang-
Undang nomor 23 Ts;hun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih
diperbolehkan dengan beberapa pembatasan atas jenis impor limbah, sedang saat
Undang-Undang No 23 Tahun 1997 berlaku maka ketentuan mengenai impor
limbah B3 dilarang. Hal i1 yang mendasari munculnya impor limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun. Penguatan peraturan ini adalah munculnya Peraturan
Pemerintah Nomor. 85 Tahun 1999 yang memberikan batasan mengenai jangka
waktu diperbolehkannya impor limbah B3 sampai akhir Tahun 2002,

Limbah yang merupakan sisa kegiatan atau usaha dikategorikan dalam
beberapa golongan, yaitu limbah domestik, limbah non B3 dan limbah B3. Juga
dikategorikan dalam bentuk limbah padat, limbah gas dan limbah cair. Untuk
pengelolaan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan
untuk pengelolaan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41
Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk pengelolaan limbah
B3 diatur dalam Peraturan Pemerntah No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan
Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3,

Khusus untuk impor limbah, Undang-Undang No, 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa “sctiap orang dilarang
membuang limbah dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup
Indonesia (Pasal 20 ayat 2)”. Dalam Pasal 21 dikatakan “setiap orang dilarang
melakukan impor limbah B3, Pemerntah juga telah mengeluarkan Surat
Keputusan Menperindag No. 231 Tahun 1997 yang mengatur prosedur impor
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i3

Keputusan Menperindag No. 231 Tahun 1997 yang mengatur prosedur impor
limbah non B3 yang dilengkapi dengan tabel jenis limbah yang dapat diimpor.
Berdasarkan peraturan-peraturan  yang tersebut diatas, pemerntah telah
melakukan pengawasanp terhadap limbah impor legal (dilakukan sesum dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing sector atau instansi).
Lembaga wyang menangani pengawasan lingkungan, termasuk
pengawasan terhadap kegiatan lintas batas B3 antar negara adalah Pejabat
Penpgawas Lingkungan Hidup (PPLH), vang ditetapkan oleh Menteri Negara
Lingkungan Hidup atau Gubermur atau Bupatt/Walikota yang berdasarkan Pasal
22 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yang digolongkan menjadi PPLH Pusat
dan PPLH Daerah. Di sampmg itu pengawasan yang dilakukan pemerintah,
dikembangkan juga Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang
memungkinkan masyarakat luas ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan
terhadap kematan atau perusahaan dalam menaati peraturan lingkungan hidup.
Dalam kaitan ini juga dibentuk pos pengaduan baik di pusat, di daerah propinsi
maupun kabupaten/ kota (Koeswadji, 1993 : 109)
Aturan prosedur pelaksanaan import limbah sampai Tahun 2002
berdasarkan batas waktu diperbolehkannya impor limbah adalah :
a. limbah non B3 '
berdasarkan SK Menperindag No. 231 Tahun 1997 mengatur mekanisme,
persyaratan perusahaan, dan jenis limbah,
b. limbah B3
berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85
Fahun 1999 tentang impor limbah B3 yang telah dilarang sejak tanggal 20
September 2002, PP tersebut mengatur tentang pemindahan hmbah B3 dengan
system dokumen (manifest) sehingga setiap limbah B3 mulai dari penghasil,
pengumpul, penganpkul, pemanfaatan, sampai dengan pengolahan dan
penimbun dapat terawasi dengan adanya dokumen tersebut.
Pengawasan yang selama ini dilakukakan oleh Menteri Nepara
Lingkungan Hidup terhadap masuknya hmbah impor ( non B3 dan B3) ke
Indonesia adalah ;

-,
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a. limbah yang masuk ke wilayah Indonesia harus melalui prosedur Notifikasi
vang disampaikan kepada Competent Authority Konvensi Basel di Indonesia
(KLH). Notifikasi tersebut harus menjelaskan mengenai : jenis dan jumlah
limbah yang ditmpor, negara asal, serta eksportir-importir yang melakukan
kegiatan impor tersebut. Selan itu juga pelaku impor/ckspor harus tetap
bertanggungjawab (antara lain menyertakan jamman) apabila lerjadi suatu
kecelakaan atau kegiatan impor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
b. Kewajiban sebagai importir produsen limbah non B3 (IPL non B3) dengan
melakukan pelaporan rutin tentang impor yang akan dan telah dilakukan.
Hanya perusahaan vang telah melakukan ijin atau rekomendast sebagm
importir imbah yang dapat melakukan impor imbah non B3
c. Adanva keharusan untuk melampirkan sertifikat Surveyor dari pelabuhan
muat yang menyatakan bahwa limbah vang dimaksud sesuai dengan dokumen
impaor serta tidak terkontaminasi limbah B3,
d. Pengawasan terhadap impor lmbah B3 dilakukan dengan cara
I. berkoordinasi dengan instansi teknis sesuai dengan fungsi‘tugas masing-
masing (nusalnya Departemen perhubungan, departemen perdagangan,
serta departemen perindustrian),

2. memberikan surat rekomendasi atau izin kepada perusahaan yang
mengajukan permohonan pengelolaan limbah. ;

3. Melakukan pemantauan dalam rangka pengawasan kepada pemepang izin
melalui proper dan pengawasan langsung;

4. Melakukan pemberntahuan, peringatan, teguran dan pencabutan izin
pengelolaan limbah B3 ;

5. Memberlakukan sistem mamfest sebapai salah satu alat pengawas pada
pemindahan limbah B3 antar kota, antar propinsi dan antar kabupaten:;

Prosedur pelaksanaan impor limbah telah diatur dengan Peraturan

Pemenintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun. Dengan mengacu pada beberapa pasal yaug ada di peraturan

tersebut maka dapat diketahui tentang proses yang terjadi. Beberapa prosedur
tersebul adalah
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a. Prosedur penzman (Pasal 40 —46 )

Pada proses ini setiap Badan usaha yang tergolong berkegiatan dalam
lingkup pengelolaan limbah B3 antara lain mengenai penyimpanan, pengumpulan,
peagalabian danfatau penimbunan limbah harus mennlika e operast dan mstans
yang terkait, sedangkan pengangkutan dari satu daerah kedaerah lam harus
memiliki izin dari menteri perhubungan setelah mendapal rekomendasi dari
instansi yang bertanggung jawab. Ketentuan mengenal mengenai tata cara
memperoleh izin harus memenuhi persyaratan sebagai berkut
|, memiliki akte pendirian sebagai badan usaha vang telah disahkan mstanst
yang berwenang;
nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
kegiatan yvang dilakukan,
lokasi tempat kegiatan;
nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
bahan baku dan proses kepiatan yang dilakukan;

spesifikasi alat pengelolaan limbah;

T

jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan,
dimanfaatkan, diangkut, diolah dan ditimbun;
9. tata letak saluran limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3
scbelum diolah dan tempat penimbunan setelah di olah;
10. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah
B3,
Dengan berdasarkan persyaratan tersebut dhatas maka 1jin diberikan oleh kepala
kantor pertanahan kabupaten/kotamadya dan rekomendasi dari instansi terkait
berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan wajib disampaikan
kepada masyarakat umum agar mengetahui adanya badan usaba yang bergerak
dalam bidang pengolahan limbah B3.
b. Pengawasan (Pasal 47-52)
Pengawasan yang ada dilakukan oleh menten dan pelaksanaannya
dilakukan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab, Pengawasan lersebut

meliputi pemaniauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah dan
penimbun limbah B3. Beberapa wewenang yang dilakukan oleh pengawas adalah
. memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpul, pengelolahan, dan
penimbun limbah B3, mengmnbil contoh Limbah 133 untuk diperiksa di
labolatorium; meminta keterangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah
B3. melakukan pemotrelan sebagai kelengkapan laporan pengawasan. Apabila
dalam pengawasan terdapat tmdak pidana hingkungan hidup maka penpawas
selaku penyidik pegawal negeri sipil lingkungan mdup dapat melakukan
penyidikan. Pengawasan yang ada juga dilakukan pada pekerja yang berada
ditempat kegiatan. Pengawasan im juga akan dilakukan pelaporan secara berkala
pada kepada presiden dengan tembusan kepada menten sekurang—kurangn}fa 1
(satu) tahun sekali.

¢. Perpmdahan lintas batas (Pasal 53)

Perpindahan lintas batas pada peraturan ini sudah dilarang, jadi
pelaksanaan perpindahan lintas batas hanya dapat dilakukan oleh pelaku
pengolahan limbah B3 vang telah membuat kontrak sebelum ada peraturan mi,
Pelaksanaan perpindahan lintas batas hmbah B3 paling akhir sampai dengan
Tahun 2002,

3.1.2 Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
Masalah tl.‘.ﬂ;ﬁal' yang dihadapi pemerintah dalam menangani limbah
impor adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap limbah impor. Modus
masuknya limbah B3 impor illegal ke wilayah Indonesia , antara lain dengan
a. Dengan pemalsuan dokumen
Dalam dokumen impor tertera bahwa barang yang diimpor adalah limbah non
B3, tetapi pada kenyataannya barang yang diimpor sangat berbeda dengan
karakteristik barang yang menurut rencana akan diimpor.
b. Dengan penyelundupan,
Limbah B3 masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan yang

tidak diawasi oleh aparat Bea dan Cukai. Indonesia merupakan negara
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kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang sehingga sangat terbuka
kemungkinan untuk masuknya limbah impor di pelabuhan/pulau yang tidak
diawast.
¢.  Dengan dalih yang disamarkan.
Misalnya discbutkan bahwa perusahaan tersebut mengajukan aplikasi Impor
plastik bekas, pupuk kompos, humus, wood chip, demolition waste (puing
bangunan/material urukan), matertal organic dengan tujuan bahan daur ulang .
d. Dengan cara penyusupan limbah B3.
Barang yang diimpor ke wilayah Indonesia dicampur atau terkontaminasi
dengan B3,

Dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam impor limbah B3 yang ada di
Indonesia karena beberapa hal yang berkaitan dengan modus mengena
pelanggaran impor limbah B3. Permasalahan dari lemahnya pengawasan oleh
aparatur negara, pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai dengan kondisi
lingkungan, serta adanya kelemahan dalam hal administasi di lokasi pelaksanaan
pengelolaan limbah B3. Jadi antara modus dan proses yang terjadi di Indonesia
tentang pelanggaran impor limbah B3 adalah keterpautan antara pelanggaran
dengan modus punghi;zlan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan aparatur negara sebagai pelaksana masih belum mampu untuk
melaksanakan peraturan dengan tegas (Iswinarto. 1999 - 6, Dikemukakan dalam
Simpul Jaring No.22 Th.111).

Dalam hal pengawasan yang terjadi di pelabuban dan Dinas Bea Cukai
maka aparatur negara masih belum mampu untuk melaksanakan dan menjalankan
fugasnya sebagai aparutur negara yang bersih dan mampu untuk menjalankan
tugasnya scsuai dengan etika yang ada. Banyak pelanggaran mengenai impor
imbah B3 masih dilakukan dengan melalui perantara petugas dalam hal
pemberian zin dalam hal pengelolaan limbah.  Apabila secara tegas dilakukan
melaln prosedur notifikasi yang benar limbah yang masuk kedalam wilayah
negara Indonesta ndak akan terjadi. Dalam PP Nomor 18 Tahun 1999
perpindahan limbah B3 dilakukan dengan sistem dokumen (Manifes), sehingga
setiap limbah B3 mulai dan penghasil, pengumpul, penpangkut, peman fisat
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sampai dengan pengolah dan penimbun dapat terawasi dengan adanya dokumen
{ Soemartono, 1996 :147).

Beberapa hal yang saat ini masih banyak mendapat sorotan adalah
aparatur negara yang bertugas sangat rentan terhadap aksi pelanggaran dan masih
adanya sikap kctidakf;::gasml dalam menjalankan tugasnya. Ada juga aparatur
negara yang dengan seenaknya masth belum mau mematuhi dan menjalankan
peraturan vang berlaku untuk melaksanakan tugasnya,

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan vang ada oleh para pelaku
usaha alaupun aparatur negara masih belum mampu membenkan nilai positif.
Mereka terkadang memakai peraturan yang lama dan sudah tidak berlaku
meskipun dalam kenyataannya sudah ada peraturan yang baruw. Hal ini karena
aparatur negara enggan dan malas mempelajarinya atau mengalami kesulitan
dalam pelaksanaannya (Daud Silalahi, 1996 : 6). Begitu juga dengan adanya
peraturan yang baru mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan aturan
untuk dibiasakan dengan kondisi vang ada. Permasalahan mengenai peraturan
penmdang-undangan yang saat ini sangat sering terjadi adalah munculnya
peraturan yang secara nyata antara satu aturan dengan aturan vang lainnya saling
bertentangan dan ini pelaksanaannya oleh satu instansi yang sama atau oleh
instanst yang berbeda sehingga mempermudah mengalami banyak kelonggaran
dalam pelaksanaannya. Kebanyakan kelonggaran ini dimanfaatkan oleh pelaku
usaha dan aparatur negara untuk menyelewengkan peraturan tersebut. Bentuk
yang lain yang ada juga terjadinya tumpangan kepentingan yang ada dari para
penyusun peraturan agar dapat menjalankan usahanya (Iswanto, majalah, 1999 :6-
7 dikemukakan dalam Simpuk Jaring No. 23)

Pelanggaran administrasi juga tlerjadi dengan cara pemalsuan dokumen
pengiriman yang dikirimkan agar dapat membuang limbah B3 secara illegal. Hal
ini merupakan pelanggaran admimstrasi yang terjadi dan ada sangkut pautnya
dengan pengawasan dan pelaksanaan perundangan yang tak sejalan dengan apa
yang diharapkan. Pelanggaran dalam bentuk administrasi sangat sering terjadi
brasanya dengan modus penginman bahan baku yang tercantum dalam dokumen

adalah bahan bekas galian, akan letapi dalam kenyataannya berisikan limbah B3,

28
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Jadi terjadinya pelanggaran yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran
terhadap impor limbah B3 ilegal dan singapura atau daerah lamn adalah perpaduan
antara lemahnya pengawasan aparatur negara, pelaksanaan perundang-undangan
yang kurang dan pelanggaran dengan cara memalsukan dokumen yvang digunakan

dalam penginman himbah,

3.2 Penyelesaian kasus impor limbah B3 ditinjau dari UU No. 23 Tahun 1997

Berdasarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan vaitu pada Pasal
31 UUPLH dan penjelasannya : pengertian penyelesaian sengketa lingkungan di
luar pengadilan dapat didesknipsikan sebagmi upaya penyelesalan sengketa
lingkungan yang diselenggarakan untuk mencapa kesepakatan mengena bentuk
dan besamya ganti kerugian dan/atau tndakan tertentu guna menjamin tidak akan
terjadinya atau terulangnya dampak negatf terhadap hingkungan hidup. Adapun
cara (metode-teknik yuridis) penyelenggaraan penyelesman sengketa lingkungan
di luar pengadilan dilakukan melalui perundingan secara sukarela oleh para pihak
yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan mengena bentuk dan besarnya
ganti rug atan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan

Para pihak yang dianggap berkepentingan tersebut menurut Pasal 31
UUPLH adalah : korban/penderita (pihak yang mengalami kerugian akibat
pencemaran-perusakan  lingkungan), pelaku  pencemuran-perusak  lingkungan
(pihak yang mengakibatkan kerugian), Instansi pemerintah terkait dengan objek
vang disengketakan serta pibak lan yang mempunyar kepeduban dengan
lngkungan hidup yang tidak lain adalah organisasi lingkungan hidup. Khusus
bagi para pihak yang bersengketa, meskipun penyelesaian sengketa lingkungan di
luar pengaditan bersifat sukarcla, ndak bernru para pihak yang bersengketa secara
serta merta dan dalam wakiu bersamaan boleh mengujukan gugatan lingkungan ke
pengadilan. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) UUPLH @ apabila telah dipilih upava
penyelesatan sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
diterupuh apabila upaya tersebut dinvatakan tidak berhasil oleh salah satu atay
para pihak yang bersengketa (bukan para pihak yang berkepentingan)
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Pasal 31 UUPLH juga mengandung pengertian bahwa ada dua bentuk
tujuan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni tujuan antara dan
tyjuan akhir. Tujuan antara adalah tujuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan
adalah untuk mendapatkan ganti kerugian dan/atay tindakan tertentu. Tujuan aklur
adalah apar pencemaran-perusakan lingkungan tidak akan terjadi/lerulang
kembali. Makna kata tindakan tertentu Pada Pasal 31 UUPLH adalah sebagai
upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai
vang hidup dalam masyarakat. :

Dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 34 avat (1) UUPLHL tndakan
{hukum) tertentu yang dimaksud Pasal 31 UUPLH adalah :

1, memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah (UPL) sehingga limbah

sesual dengan baku mutu lingkungan (BML) yang ditentukan,

[

memulihkan fungs: ingkungan hidup.
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau
perusakan Imgkungan,

Bertumpu pada Pasal 31 jo. Pasal 34 UUPLH. Sesungguhnya tujuan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan, disamping tujuan antara dan
twjuan akhir, juga ada pula tujuan finansial dan tujuan nonfinansial. Tujuan
finansial berupa ganti kerugian yang mengaksentuasikan monetary settlement.
Tujuan nonfinansial berwujud tindakan hukum tertentu yang sifatnyva non-
monitery secitlement yang terdiri atas tindakan @ memasang atau memulihkan
fungsi lingkungan, dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya
pencemaran-perusakan lingkungan.

Secara kronologis tindakan vang ditempuh Menteri Negara Lingkungan
Hidup dalam menangani impor limbah B3 di Batam adalah :

4. Pemantauan Lupifmg;‘m

Pemantauan yang dilakukan oleh aparatur negara khususnya Dinas Bea
dan Cukai Batam dengan melalui pengecekan dokumen notfikasi (formulir
notifikasi dan formulir perpindahan) pada sctiap rencana dan hasil dan
ekspor/impor limbah B3 yang terjadi di lokasi. Hal lainnya vang juga di periksa

adalah mengenai persetujuan negara yang di impor. Pengecekan setiap kepiatan
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pengangkutan bahan B3 apakah sesuai dengan dokumen atau nudak, serta
mengecek mengenai tata cara pengolahan limbah B3 yang telah mendapat
nomor register dari BAPEDAL dengan mencocokan dokumen dengan laporan
kegiatan impor limbah B3 (Kep.KaBapedal nomor 02/Bapedal/091949).
BAPEDAL Batam juga melakukan tindakan pengecckan apabila disimyabir
adanya pengelewengan terhadap ketentuan impor limbah yang ada Jadi dari
hasil yang telah dilakukan penganalisisan di labolatonum maka pihak
BAPEDAL dapat memberikan keputusan apakah impor imbah yang dilakukan
bisa dilanjutkan atau tidak. Dalam kasus yang terjadi di Batam ympor hmbah
yang terjadi dikategonkan sebagai Kegiatan yang illegal sebab dalam dokumen
yang tertera adalah bahan pupuk organic sedang dar hasil penelinan temyata
adalah limbah B3,
Pasal 7 dalam Peraturan Pemenintah Nomor 18 Tahun 1999 juga

menjelaskan bahwa jenis limbah B3 menurut sumbemya meliput) .

a) limbah B3 dan sumber tidak spesifik;

b) limbah B3 dan sumber spesifik ;

¢) limbah B3 dar bahan Kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan

buangan produk yang tdak memenuli spesifikasi.

Menurut Subagyo (1999 :35) dudentifikasikan limbah B3 apabila setelah melalu

pengujian memiliki limbah yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dalam

Pasal 7 salah sam atau lebih karakienstik sebaga benkut :

a) limbah mudah meledak,

b) lhmbah mudah terbakar,

¢) limbah bersifat reaktif,

d) limbah beracun,

¢) limbah menyebabkan imnfeks:,

f) limbah bersifat korosif

Laimbah yang termasuk hmbah B3 adalah hmbah lam yang apabila diujikan

dengan metade toksikologi memiliki LDSO di bawah ambéng batas yang telsh

ditetapkan, Juga berdasarkan UUPLH Pasal 21 dan Pasal 53 avat (1) tentang

adanya larangan setiap orang melakukan impor lunbah B3
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Mengacu ketentuan diatas dilakukanya suatu pengujian yang dilakukan
oleh BAPEDAL di Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonsia dan Badan
Tenaga Nuklir Nasional. Dari hasil penelitian tersebut, dipastikan isi dari material
organic lersebut mengandung Arsenik (As) dengan kadar 584 muligram per
kilogram, Kadmium (Cd) 6.740 miligram per kilogram, tembaga (Cu) 243
miligram per kilogram dan seng (Zn) 5.210 mihgram per kilogram. Angka-angka
tersebut  berada diatas ambang batas bahan berbahaya dan beracun yang
diperkenankan. Arsemik batas normalnya nadalah 300 miligram per kilogram,
kadmium 50 miligram per kilogram, tembaga 1.000 miligram' per kilogram, dan
seng 5.000 miligram per kilogram Merujuk PP Nomor 18 Tahun 1990 jo PP 85
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, maka limbah tersebut tergolong
limbah B3 berkarakter racun. Bila diimbun, harus pada timbunan limbah B3
kategort | sesuai Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-04/Bapedal/09/1995
tentang Tata Cara Persyaratan Pemimbunan Limbah B3, Dengan dasar ini
Indonesia melakukan  Klanifikasi terhadap Singapura vang telah  dianggap
melakukan impor mbah B3 illegal
b, Perundingan Melalui Jalur Bilateral

Dengan adanya kasus impor limbah B3 illegal vang terjadt di Batam
maka pihak Indionesia melakukan konfirmasi dan melakukan penyelesaian
sengketa dengan cara pendekatan bilateral hal ini dilakukan karena akan
mempermudah penyelesaian permasalahan tersebut (Pasal 31 UUPLH) Dengan
cara perundmpan pula diharapkan kepentingan dan hubungan bilateral antara
Indonesia dengan Singapura tidak retak. Perundingan bilateral vang dilakukan
lebih banyak hanya untuk diarabikan ke pengambilan kembali limbah B3 oleh
pelaku (pengeskpor) dengan cara daman, sebab apabila diempuh jalur pengadilan,
maka akan memakan waktu lama dengan biava yang besar.
¢. Penyelesaan Melalui Jalur Mediasi

Pengambilan langkah penyelesaian secara bilateral mengalami jalan
buntu, maka pihak Indonesis menempul jalur mediasi. Dan permasalahan
tersebut, maka Indonesia berdasarkan Pasal 31 UUPLH yang menyatakan bahwa
penyelesman sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk
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mencapai  kesepakatan mengenai bentuk dan besamya ganti rugi dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan tegadmya atau
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan penjelasan dan
pasal tersebut adulah bulwa penyclesman sengketn hngktiug;ul lidup melalu
perundingan di lvar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang
berkepentingan, yaitu para pihak vang mengalami kerugian dan mengakibatkan
kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek vang disengketakan,
serta dapal mehbatkan pihak vang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan
hngkungan hidup. Grenville-Wood (dalam Hardjasoemantn 2002 :© 381) mediasi
merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan vang proses penyelesaiannya
menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negoisasi dan
penyelesaian sengketa. Penjelasan Pasal 32 menyatakan :

Untuk memperlancar jalannya perundingan di luar pengadilan, para
pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat
berbentuk | pihak ketiga netral yang tidak mempunyai kewenangan mengambil

keputusan. Pihak ketiga netral vang mempunvai kewenangan mengambil
keputusan,

Pihak ketiga netral yang tidak memiliki Kewenangan  mengambil
keputusan berfungsi scbagal fasilitator bagi para pihak vang berkepentingan
dalam perundingan, selungga dapat dicapm kesepukatun. Pihak ketiga netral m

harus :
. disetupn oleh para pithak yang bersengketa.

2, udak memiliki hubungan keluarga dan/stau hubungan kerja dengan salah satu
pihak yang bersengketa.
3. udak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediast yang dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura merupakan
bentuk yang secara yunidis dapat dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 31 serta didasan pula dengan peraturan yang telah
diratifikasi yvaitu Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan
Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous

Waste and therr Disposal, Pada keputusan i pihak yang dianggap mampu untuk
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menjadi mediator dan memfasilitasinya dalam penyelesaian kasus antara kedua
negara yvang dalam hal ini secara langsung telah terikat dengan Konferensi Basel
adalah Perundingan yang di fasilitasi oleh Indonesia dan melalui Deputi Menteri
Bidang Pengendahan Dampak Lingkungan sumber institusi mengiimkan surat
kepada negara Singapura dengan tembusan ke Sekretariat Basel Convention
(SBC) yang menyatakan bahwa limbah berupa material Organik telah
terkontaminasi oleh limbah B3, Dengan tembusan yang diterima maka sekertariat
Konvensi Basel menindaklanjuti dengan dibentuknya The Ad Hoc Working
Group legal and Techical Expert COP (The Conference of the Parties)
membentuk working group ini dengan tujuan untuk memberi pertimbangan draf
protocol tentang pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang ditimbulkan dan
kegiatan pemindahan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya. Sasaran

pemilihan jalur mediasi melalui Sekertariat konvensi Basel adalah agar Singapura

dapal menerima kembali limbah B3 vang ada di pulau Galang Baru Batam serta

agar Singapura tidak lagi mengulang hal serupa dimasa yang akan dating.

Pada dasamva jalur yang ditempuh oleh Indonesia dengan melalu jalur
mediasi yang dilakukan melalui Konvensi Basel merupakan suatu bentuk
keputugan untuk melindungi hak-hak Indonesia terhadap wilayahnya. Hal im juga
didasarkan oleh ketentuan vang tertera di Konvensi Basel Mengenai pengaturan
pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 dan pembuangannva. Bak
Indonesia maupun Singapura merupakan negara pihak dan Konvensi Basel. Pada
intinya, konvensi ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada negara-
negara berkembang yang sering dijadikan pembuangan linbah dan negara-negara
maju (Daud Silalahi, 1992 @ 19). Sebab negara-negara maju sadar betul akan
bahaya dan limbah }23 sehingga menetapkan standar yang sangat ketal bagi
pengelolaan dan biayanya sangat mahal.

Dengan berdasarkan ketentuan yang ada di Konvensi Basel beberapa
poin penting yang dijadikan pertimbangan dalam mediasi intuk penyelesaian
kasus ini adalah :

-.b.ih.
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1) perpindahan lintas batas hmbah B3 antar negara hanva dapat dilakukan
setelah adanya notifikasi dan persetujuan dani Competent Authonty negara
tujuan dan negara transit.

2) Perpindahan lintas batas limbah B3 antar negara hanva dapat dilakukan
sesama negara sepihak, atau negara pihak ke negara non-pihak (bukan negara
anggota Konvensi Basel) dengan membuat perjanjian bilateral yang
dilaporkan kepada sekertaniat konvensi.

3) Seniap negara pthak menunjuk Competent Autoriry yang dapat menyampaikan
notifikas: dan menjawab notfikas:.

4) Pasal 1(b) dan Pasal 4 (¢) mengatur bahwa dalam peraturan nasional telah
menetapkan suatu bahan/unsur sebagar limbah B3, maka ketentuan negara
termasuk turut serta diatur sebagar himbah B3 sebagaimana ketentuan
konvensi (peraturan nasional negara pengimpor vang berlaku)

5) Pasal 9 tentang lllegal traffic mewajibkan negara asal limbah B3 ndak
menolak pengembalian kembali himbah dari negara tujuan.

d. Tidak Lanjut Mediasi

Jalur - medasr merupakan  jalur yang  dipilih  Indonesia  untuk
menyelesatkan permasalaban tersebut dan melalui sekertariat Konvernsi Basel.

Tujuan mediasi tersebut adalsh untuk menambah tekanan kepada Singapura agar

dapat menerima kf:mb“ali limbah B3 yang di impor oleh PT. APEL. Dalam

perundingan im sebenarmmya ada perbedaan interpretast tentang himbah B3,

Singapura berargumen bahwa matenial yang dikirim ke Batam tersebut bukan

limbah berbahaya dan beracun berdasarkan hukum Singapura. Sebaliknya

Indonesia  menyatakan matenal tersebut merupakan limbah berbahaya dan

beracun menurut hukum Indonesia. karena perbedaan hukum kedua negara

mengenai limbah berbahaya dan beracun.
Indonesia maupun Singapura merupakan negara pihak dari Konvensi

Basel, Maka keduanya bersepakat dan secara sukarela melakukan mediasi melalui

Sekertariat Konvensi Basel. Dalam mediasi tersebut mediator  mengacu pada

Pasal 1 (b) dan Pasal 4 (¢) dari keputusan konvensi Basel yang mengatur bahwa

dalam hal peraturan nasional telah menetapkan suatu bahan/unsur sebagat limbah
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B3, maka ketentuan negara termaksud turut serta diatur sebagai limbah B3
sebagaimana ketentuan Konvensi(pengaturan negara pengimpor yang berlaku),
serta dalam Pasal (9) vang mengatur mengenai illegal traffic dalam ketentuan
Ronvens Basel maka negara asal limbah B3 udak menolak upaya pengembalian
kembali limbah B3 dari negara tujuan.

Pertimbangan lain yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan ini
adalah sanksi yang d}dapal apabila pembuangan limbah bertentangan dengan
konvest dan prinsip-prinsip hukum Internasional yaitu
1) negara pengekspor menjamin limbah akan diambil kembali oleh pihak

pengekspor atau penghasil,

2) negara pengekspor menjamin bahwa limbah dibuang sesuai dengan ketentuan
konfensi dengan cara berwawasan lingkungan.

1) dalam waktu 30 han setelah negara pengekspor mendapat pemberitahuan
tentang lalu lintas illegal, atau dalam jangka waktu lain mendapat persetujuan
negara berkepentingan, maka negara negara yang berkepentingan tidak dapat
menolak mengenai pengembalian limbalh tersebut.

Dengan mengacu pada Pasal 1 (b), Pasal 4 (e) dan Pasal 9 perundingan
tersebut mencapai kata sepakat dengan menyetujui mengenai langkah-langkah
yang akan dilakukan bersama antara lain

I) Singapura mengijinkan pengiriman kembali limbah bahan berbahaya dan
beracun dan Batam ke Singapura. .

2) Singapura sendiri akan mencabut larangan pengiriman kembali yang
sebelumnya diterapkan setelah dikeluarkannya pernyvataan bersama ini,

3) Kedua belah pihak sepakat untuk segera memulai propses pemulangan
limbah bahan berbahaya dan beracun ke Singapura dalam jangka waktu satu
minggu,

Dengan kesepakatan ini, pengembalian limbah ke Singapura diharapkan hal

serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, kedua pihak bersepakat untuk mencegah

timbulnya masalah serupa di kemudian hari melalui forum kerjasana teknis di

bawah Indonesia-Singapore Joint Working Group on fnvironment (1ISWG).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan tersebut diatas maka

dapat diambil beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut :

L.

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 mengatur mengenal larangan impor
limbah B3 mendasari munculnya impor illegal Bahan Berbahaya dan
Beracun. Modus masuknya himbah B3 impor illegal ke Indonesia, antara lamn :
disamarkan dengan dalih impor bahan organic dan diselundupkan melalui
pelabuhan yang pengawasannya tak terjangkau Dimas Bea dan Cukai, aparatur
negara yang masih belum mau mematuhi dan menjalank.an peraturan yang
berlaku untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan permasalahan mengenai
peraturan perundang-undangan yang saal ini sangat sering terjadi adalah
munculnya peraturan yang secara nyata antara satu aturan dengan aturan yang
lainnya saling bertentangan dan pelaksanaannya oleh satu mstansi yang sama
atau oleh instansi yang berbeda mempermudah mengalami banyak
kelonggaran dalam pelaksanaannya, pelanggaran administrasi juga terjadi
dengan cara pemalsuan dokumen penginman yang dikinmkan agar dapat
membuang limbah B3 secara illegal.

Pihak yang dianggap berkepentingan tersebut menurut Pasal 31 UUPLH
adalah : korban/penderita, pelaku pencemaran lingkungan, Instansi pemerintah
terkait dengan objek vang disengketakan serta pihak lain yang peduli dengan
lingkungan hidup (organisasi lingkungan hidup). Melalui Kementran
Lmgkungan Hidup (KLH) hasil dan kajian paparan hmbah terhadap
Iimgkungan itu kepada Committee Compliance Basel Convention. Tujuannya
Singapura bersedia menerima reekspor limbah B3. Jalur yang ditempuh
Indonesia melalui jalur mediasi yvang dilakukan melalui Konvensi Basel
merupakan bentuk keputusan untuk melindungi hak-hak Indonesia. Hasil
perundingan antara Indonesia dengan Singapura mencapai sepakat dengan

persetujuan untuk mengijinkan pengiriman kembali limbah bahan berbahaya
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dan beracun dari Batam ke Sinpapura dan mencabut larangan penginiman
kembali yang sebelumnya diterapkan setelah dikeluarkannya pernyataan

bersama ini.

4.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan guna membangun serta

meningkatkan mutu lingkungan di masa mendatang adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan pengamanan terhadap wilayah negara Indonesia lebih
mempertegas tindakan hukum terhadap impor limbah illegal yang telah
dilakukan oleh negara lain yang telah merugikan lingkungan Indonesia.
Dengan adanya penegakan hukum lingkungan secara tegas akan membenkan
dampak positif terhadap pengelolaan hngkungan ludup. Serta perangkat
hukum yang jelas akan memberikan angin besar bagi pengelolaan lingkungan
hidup.

Peran serta masyarakat dalam turut serta membantu agar dalam hal
pengawasan dan penanganan permasalahan Impor limbah B3 yang komplek
dapat dikendalikan, hal yang terpenting dari kondisi ini adalah penyadaran
terhadap rakyat tentang pengelolaan lingkungan hidup, sebab yang memiliki
kedaulatan terhadap pengelolaan limgkungan hidup adalah rakyat itu sendin.
Program daur ulang sebaiknya dilakukan di seluruh tempat sebab apabila tidak
tertangani dengan baik maka pengelolaan hmbah B3 akan memakan biaya
yang banyak dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

Kerja sama Indonesia dengan negara lain mengenai pengelolaan limbah sangat
diperlukan agar permasalahan limbah nidak menjadi tanggung jawab negara

itu sendin tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.
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Lampiran |

Limbah B3

Sudah LLama f
Kita Jadi Tong Sampah

Selama 30 tahun Indonesia menjadi importir
limbah B3 terkemuka. Sebaglan memang
untuk didaur ulang. Namun sebagian besar
lagi dibuang di suatu tempat,

Laporan Diah Amealia

SUDAH scjale 30 whon ndomesia dikenal selbagad importi -
bl bahan berbahaya dan beracun (B3) teckemuka di dunli,
MNamun, tak banyak vang melakukan protes, Sikap krits masya
rakat yang melek linglangan hidup e muncal dalim bebera-
pat tahun Detakamgan ind. Do yang puling hangat adalub protes
techackyp 19 konainer limbabe B3 dari London, Inggees. Kareny
keneangnya desskon dari masyarakae, limbah beebabuya itu
ki chokspor Besaball ke bngsrts, pekd i,

Fickak hanya e, pencgak hukum pue king tdak diam lagd
seperti duly, Pihak kepolision, misalnya, telah mencaphan be-
hedapa tersangka yang mengedi avak iapor Timbah 1AL Salab sa-
Luysr selalinhy Seiyi Novanio, Kormisacs P'LUAsi Pacilic Beo Less
tard (APELY. Toskoh Golkar vaong permih teclibar dabon skandal
cessie Bank Ball ini diduga membawa masulk limbah hasil peng-
olahan auldie dard Toiwan ke di Pulau Galang Baru, Batam.

Yang menjadi portanyaan sekarang, apa keuntungan yang
diperaleh pengusaha importr dark sampah-spmpah teesebut?
Lt yang sulie dijawal, Sebaby, ke mons perginya limbaly ito sete-
lah dari pelabuhen tidak bisa diketabab Jaci, ada kemungkinan
Bribah tersebat e dune ulang, biss e dibuang o Suditu teme-
pn, atau diproses di tempat pengoalaban Bmbah vang sda i In-
aeiesia, Numun, durd tiga kemungrinan tersebut, tampaknyi
hanya dua vang bisa diterima aleh akal sehar, yakni didaur
ulang dan dibuang i suaty tenipat,

Menane, sdu belergs jends Hmbsid B3 vange Bila diclad e-
bil lanjut hisa menghasiikan vang. Limbah calran cocl cetak
ftim (fizery, misalnya, Melalui proses vang sangat rumit, limbah
ink s menghasitkan perak murni. Limbab nesgadl flm pun bi-
sa diclah untak menghasilkan perak. Masalaboya, untuk hisa
mensadahnva, diperukan pergetabuan proses kimine Maklum,
proses himbah ind melibatkan bolan-balan kimin yang becbaha-
v dan beracun.

Perusahaan yang mendaur tlang sendicl Bl by adalial
P Wirssweasta Gemiling lndanesta (WG, produsen oli Penn-
il Menurue Dewsd A, Hiliman Rasvid, General Manaeer WG,
bl yang dilasitkan patcierva diurab mcnjadi soliae, pasir,
citn aie Ketdiga hasil dave olang ind dipakai antulk proses pros
duksi. "Bisa dikatakan, WGI adaldh perdsahaan vang proses
pengolzhan produksinea zero Hmbal,™ kata Dewi.

Limbah 833 lainnya yang bisa didaue ulang adalah limbah «
dlart pabrile sepatu. Limbah ini, misaloya, bisa digunakan unl
pelarut pada indusies kiecil i badan hakar pada Insenersl
Limbaly katalis, dari proses perckaban minyak humi, termas
fimbah B3 yang bisa dimanfaatkan schagai bahan baku a
campuran scmen. "Limbah ind ingesih mempunyad nital ekol
okt e il R Bebi Sendnin, Generad Manager il
Foagaknhan Balongn,

Di Indonesia, limbah katalis boleh dibilang tersedia dal
itmlah besar. Dari pengolahan minyak Balongan saja, misaln
setiap i dibasilkan 500 ton limbah katalis, Dard jumlah o
sebut, 144 ron di antaranya diserap oleh pabrik semen Palir
i, Cirebon: Saag ind, Ji Unit Pengolahan VI Balongan werda
pumpaetkan Limbah B3 sehanyak 16 ribu ton: Rencananya, limk
i ke ditenderkan penpeloluinnya kepada pilak swasta.

Fihzhe Kikngg Bahangan schemicigs sadith mencoba mer
ring limbahnya ke unii pengoli Ji Cileungsi, Bogor, Nam
btngkah ind dinilai tidak ekonomis, karena setiap hari diper

LIMBAH YANG
DILARANG DIIMPOR

nyls (PCBs), polychiori-
nated terphenyl (PCT),
polybrominated bipheny!

IMPOR limbah B3 memang
tidak diharamkan di sini.
Hanya, setiap tahun, jum-
lah dan iunfsnya'ditetapkan (FBB), dan polybromina-
oleh Menteri Perdagangan ted lainnya.
dengan pertimbangan dari + Limbah yang mengan-
Badan Pengendalian Dam- dung/terkontaminasi
pak Lingkungan (Bapedal). aleh polychiorinated di-
Mamun, ada juga produk benzofuran atau diben-
yang sama sekali tidak bi- rodioxin,
sa dimpor, O antaranya » fsbes (debu dan serat)
sebagal berikut, serta serat keramik.

= Lumpur campuran pere-

* Limbah yong mengan- dam ketuk {(anti-knock)

dung balian berbahaya
dan berzcun sesual de-
ngan lampiran °F Mo, 19
Tahun 1994,

Limbah yang mengan-
dung atau terkontamina-
si polychlorinated biphe-

vang mengandung timah.
Limbah siza dari residu
yang bersifat ter (kecua-
|| aspal semen) dari hasil

kilang.
Berbagai jenis peroxide
lainnya. o
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s Dby LS 000 st sekitiar B 36 juse Dadu, pabek semen
stk dan Cibinong juga termasuk pemalid Hmbal ving di-
silkan Undt Tengolibin VI Blongan, "Kami Tkan cerbuka ke-
il bk yang g mengolihy limbab (steede),” kara i

MNGAPURA TETAP BERSIH

Contoh terselmit adalal lmbah 33 yang bisa dicdaur plang.
tangan yang alili foilah herbaliav i ernvata bisa menfadi
ek snds yang menguntungkan, Apalagl Kementerian Ling-
ngan Hidup (KL welab memberikan peluang kepada swasta
tuk mengolah limbah B3, Syaracnya, pengeloln limbah adalih
rusidhaan yang herbadan hukam, Betentoan lalnnps, didam
enjalankan usiaha, perusihann selalu dalam pantavan KLIT,

Mitmun, tielak sems Hibal imper yaong Tisadicdior ulang
Ly sadueein, a foo ek, Hialeady dhaed hasil pengobahan noklic
o Taiwan, Sampad saat ind, O ndonesia, belam pernah erde-
ar ek pertsalmen vang msompu mendaor ulang sampiib nu-
r Jaciy ada kemungkinan Puliau Galang Baru menjadi sema-
e teng sampab gl Belsah nokie Teisan, Dan bukan lenya
i ok tersebu ugadijadiban eenipat pembuangin -
h B33 Simgapura.

Wolavpun pemeriviah Indonesin odak menghammban im-
1 himthahy, ok beraet! sctiap penposala lisa PRI poT
vl Selain ftu, ada beberapa jenis imbah vang memung 1i-
k boleh masuk ke Indonesia (lihat "Limbah yang Dilarang Di-
jula]) by o :\"L"hllt'.'.’:f.'.'-., irl'l[:u ir [imilsah ||‘.|i':‘|i;'|:\;.:|'|y"l| cilakukon tle-
i cars memalsulan dokumen impor fmpor limbab daee Si-
apra, misalnve, masuk ke Indonesia dengan ce memalsi-
1dakumen Kepabeanan. Binsaoyva, dalim dokumen i dise

B e habwa vaogs impor adalab pupuk organil

acfanggalan hinnys, Singapori juga pernah mengekspor ga-
tiin tanah Har (atardne eleer) untuk bahan bate bata di Riao Ke-
pubear Fadalal, kita semuoa tabo badwes neger keeil ita masth
membutuhkan pasic kot i Inglonesia, Dan leryvata benar, -
el galian yang dimaksud adalub limbab B3, "lpor pupuk or-
sk chen galian tanah lan died Slogsapuira i swioa sekali tddak
mrsnk aleal,” karn Bamson Stagnn. snEpots Komisi VI DPR.

Pemerintab Singapura sendiri tam paknya ingin cuc tangan,
Seporti dikatakan Afic Singh, Konsul Singapura i Pekanbury,
pemerintah Singapura tidak pernah mengizinkan ekspor lim-
bah berbahaya dun beracun ke Indonesia: Dan sejaub Ind, mes
nurut Afic badan nghungan hidup Siogapura (NEA) belum
pernah memberntkan iz kepada perosabaan ontuk mengeks-
P limbah B3 ke Indonesia ndnya, Aji ingin mengatakan bah-
wil thehite mungkin negace Singa i ying menjunjung supre-
st hukum memberikin zin ckspor linilah B3,

Ajit mungkin benar Sebaly, sompad saat ind belum pernah
terdengar acki peagusaig atio perusaluan Singapura yang ter-
Uit hlan peevclagimgzn Hmbal B3, 00 lpangan, biasanya ke
phvan fni diakukan oleh perusghann dari Indonesia, termisuk
preeusahaan milik Setya Novanto fru. Pihak Bea dan Culai juga
elitlnga teue tediba dalam perdagangan Hmbah beracun dan
berbahaya ini. "Kasus ini harus segera dillmpahkan ke kepoli-
sian,” kata Rumson.

Kalao dilibat dact kasus vang sudah-sudah, Jarang sekali
[rhak kepolisan berhasib menyeret para pelaku perdagangan
bl B3, Kalwupun ada, biasanya ieereka adalah pegawal i
Lipsngan. ’ |

TRUST, Mo, 27 Taduw lll, 4-10 AriL 2005
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Lampiran [l
Press release

Indonesia-Singapura Selesaikan Perselisihan Limbah B3

Indonesia dan Singapura bersepakat untuk menyelesaikan masalah pengiriman
limbah berbahaya dan-beracun ke Indonesia dari Singapura. Singapura bersetuju
untuk mengijinkan pengiriman kembah linbah berbahaya dan beracun dan Batam
ke Singapura. Demikian salah satu 151 penting kesepakatan yang tertuang dalam
Pernyataan Pers Bersama Indonesia dan Singapura di Jenewa, |1 Mei 20035,
Singapura akan mencabut larangan pengmman kembali yang sebelumnya
diterapkan scgera setelah dikeluarkannya pernyataan bersama ini, Kedua belah
pihak sepakat untuk segera memulai proses pemulangan limbah berbahaya dan
beracun termaksud ke Singapura dalam jangka waktu satu mimggu,

Butir-butir kesepakatan dalam Pemvataan Pers Bersama tersebut dicapai sebagai
hasil perundingan delegasi Indonesia dan Singapura di Jenewa 10-11 Mei 2005
melalui jasa baik Kantor Sekretarial Konvensi Basel. Konvensi Basel adalah
konvensi yang mengawasi perpindahan hntas batas limbah berbahaya dan
beracun. Konvensi im berlaku sejak tahun 1992, Baik Indonesia maupun
Singapura merupakan negara pithak dan Konvensi Basel

Perselisihan tersebut dipicu oleh ekspor limbah berbahaya dan beracun oleh
pengusaha Smgapura dan Indonesia dari Singapura tanggal 27 Juli 2004 dan tba
di Pulau Galang Baru, Batam, Indonesia tanggal 28 Juli 2004, Pemerintah
Indomesia mengajukan keberatan kepada Pemerintah Singapura dan serangkaian
perundingan bilateral telah dilakukan namun menemukan jalan buntu karena
perbedaan hukwm kedua negara mengenai limbah berbahaya dan beracun,
Perundingan akhimya berlanjut di Jenewa dengan memanfaalkan jasa baik Kantor
Sekretariat Konvensi Basel yang bermarkas di kota terscbut.

Delegasi Indonesia dalam perundmgan selama dua han tersebut dipimpin oleh
Dubes Eddi Haryadhi vang juga Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa
dengan anggota dari unsur Deplu, Kementenan Lingkungan Hidup, dan PTRI
Jenewa. Sementara Singapura dipimpin oleh Mr. Loh Ab Tuan, Dircktur-Jenderal
Perlindungan Lmgkungan, National Environment Agency dengan berangpotakan

unsur National Envirotment Agency, Kementrian Luar Negen, Kementerian
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Lingkungan Sumber Daya Air, Kejaksaaan Agung, dan dua pakar hukum
professional dan London.

Perundingan berlangsung sangat alot mengingat adanya perbedaan interpretasi
berbagai aturan Konvensi Basel. Singapura berargumen babwa material yang
dikinm ke Batam tersebut bukan hmbah berbahaya dan beracun berdasarkan
hukum Singapura. Sebaliknva Indonesia menyatakan matenal tersebut merupakan
hmbah berbahaya dan beracun menurut hukum Indonesia. Keduvanya bersepakat
bahwa dalam hal ini Singapura telah bertindak sesuai dengan hukum Smgapura,
dan tidak melanggar ketentuan Konvensi Basel.

Dengan kesepakatan mm, dan pengembalian hmbah ke Singapura, diharapkan hal
serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, kedua pihak bersepakat untuk mencegah
timbulnya masalah serupa di kemudian hari melalui forum kerjasama teknis di
bawal [ndonesia-Singapore Joint Working Group on Enviconment (1ISWG).

Jenewa, 12 Mei 2005
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